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ABSTRAK

Dinamika keamanan maritim menunjukkan pergeseran menuju aktivitas grey zone
yang ambigu dan sulit dijangkau hukum Internasional. Penelitian ini menganalisis
keterbatasan normatif UNCLOS 1982 dan merumuskan rekonstruksi hukumnya.
Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual. Hasil menunjukkan adanya kekosongan hukum pada
definisi aktor, rezim imunitas kapal negara dan hak kunjung, yang menimbulkan
ketidakpastian hukum. Artikel ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena grey
zone, tetapi menawarkan kebaharuan berupa rekontruksi normatif melalui
interpretasi evolutif, kerangka regional sebagai lex specialis dan reformulasi
atribusi negara untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan kedaulatan
negara pantai.

Kata Kunci: Grey Zone, Hukum Laut Internasional, Rekonstruksi Hukum,
UNCLOS 1982

ABSTRACT

Maritime security dynamics have shifted toward ambiguous grey zone activities
that are difficult to address under international law. This study examines the
normative limitations of UNCLOS 1982 and proposes its reconstruction using a
normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings
reveal legal lacunae in the definition of actors, the regime of sovereign immunity
and the right of visit. This article not only describes grey zone activities but also
offers novelty through normative reconstruction via evolutive interpretation,
strengthening regional frameworks as lex specialis and reformulating state
attribution to enhance legal certainty and protect coastal state sovereignty.

Keywords: Grey Zone, International Law of the Sea, Legal Reconstruction,
UNCLOS 1982
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A. PENDAHULUAN

Perkembangan dinamika keamanan maritim global dalam beberapa dekade
terakhir menunjukkan pergeseran signifikan dari konflik konvensional menuju pola
konflik non-konvensional yang dikenal sebagai grey zone. Fenomena ini ditandai
dengan penggunaan taktik koersif yang berada di bawah ambang batas konflik
bersenjata terbuka, namun tetap memiliki dampak strategis terhadap kedaulatan dan
kepentingan negara. Dalam konteks maritim, aktivitas grey zone seringkali
diwujudkan melalui operasi yang ambigu secara hukum, seperti kehadiran kapal
yang melakukan intimidasi, pengintaian, hingga tindakan koersif terbatas tanpa
deklarasi perang.! Fenomena ini semakin kompleks dengan munculnya aktor
hibrida yang mengaburkan batas antara entitas sipil dan militer, sehingga
menimbulkan tantangan serius terhadap rezim hukum laut Internasional yang ada.’

Dalam kerangka hukum Internasional, rezim yang menjadi rujukan utama
dalam pengaturan aktivitas maritim adalah United Nations Convention on the Law
of the Sea (UNCLOS) 1982. Konvensi ini dirancang sebagai instrumen
komprehensif untuk mengatur berbagai aspek penggunaan laut, termasuk
kedaulatan negara pantai, kebebasan navigasi, serta yurisdiksi atas sumber daya
laut. Namun, perlu disadari bahwa UNCLOS 1982 disusun dalam konteks
geopolitik dan teknologi era Perang Dingin, di mana ancaman yang dominan masih
bersifat konvensional dan berbasis pada aktor negara yang jelas.® Dalam
perkembangannya, muncul kritik bahwa UNCLOS belum sepenuhnya mampu
mengakomodasi dinamika ancaman kontemporer, khususnya yang berkaitan

dengan aktivitas grey zone yang bersifat ambigu dan multidimensional.*

' M Ambari, Konflik Tak Berujung di Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, diakses dari
https://mongabay.co.id/2022/09/09/konflik-tak-berujung-di-laut-zona-ekonomi-eksklusif-
indonesia/, diakses pada 10 April 2026.

2 Rob McLaughlin, Different Pacta or Different Servanda? Grey-Zone Lawfare and Law of
the Sea-Based Passage and Operational Rights, Ocean Development & International Law, Vol.55,
No.3 (2024), p.329-342.

3 Yulia Wiliawati, Danial dan Fatkhul Muin, Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya
Penegakan Hukum Laut Internasional di Per4wairan Negara Pantai, Sultan Jurisprudence: Jurnal
Riset Ilmu Hukum, Vol.2, No.2 (2022), p.286-298.

4 Victor S Mariottini de Oliveira, Sailing Off the UNCLOS Radar: China's Responsibility for
Maritime Militia Activities in International Waters, diakses dari
https://www.law.georgetown.edu/international-law-journal/blog/sailing-off-the-unclos-radar-
chinas-responsibility-for-maritime-militia-activities-in-international-waters/, diakses pada 8 April
2026.


https://mongabay.co.id/2022/09/09/konflik-tak-berujung-di-laut-zona-ekonomi-eksklusif-indonesia/
https://mongabay.co.id/2022/09/09/konflik-tak-berujung-di-laut-zona-ekonomi-eksklusif-indonesia/
https://www.law.georgetown.edu/international-law-journal/blog/sailing-off-the-unclos-radar-chinas-responsibility-for-maritime-militia-activities-in-international-waters/
https://www.law.georgetown.edu/international-law-journal/blog/sailing-off-the-unclos-radar-chinas-responsibility-for-maritime-militia-activities-in-international-waters/
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Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek hukum laut
Internasional dalam menghadapi dinamika konflik maritim modern. Misalnya, studi
mengenai aktivitas militer di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menunjukkan adanya
ketegangan antara hak negara pantai dan kebebasan navigasi negara lain, yang
seringkali menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam praktik Internasional.’
Selain itu, penelitian lain menyoroti fenomena grey zone lawfare, yaitu penggunaan
hukum sebagai instrumen strategis untuk memperkuat klaim maritim tanpa
melanggar norma secara eksplisit.®

Di tingkat nasional, kajian mengenai operasi grey zone di Laut Natuna Utara
menunjukkan bahwa praktik tersebut telah menimbulkan pelanggaran terhadap hak
berdaulat Indonesia di wilayah ZEE, meskipun sulit untuk dikategorikan sebagai
pelanggaran hukum Internasional secara langsung.” Perkembangan praktik di
lapangan menunjukkan adanya aktor-aktor yang beroperasi dalam ruang abu-abu
hukum, seperti kelompok nelayan yang terorganisasi dan memiliki afiliasi dengan
negara, yang dalam literatur dikenal sebagai maritime militia. Studi terbaru
menunjukkan bahwa entitas semacam ini beroperasi dalam ‘“wilayah abu-abu
hukum” karena tidak secara eksplisit diatur dalam kerangka hukum Internasional
yang ada termasuk UNCLOS 1982.8

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mendasar dalam hukum
Internasional, khususnya terkait batas antara penegakan hukum dan penggunaan
kekuatan serta kesulitan dalam mengatribusikan tindakan aktor non-negara kepada
negara.’ Dalam banyak kasus, negara pantai menghadapi dilema antara merespons
tindakan koersif tersebut atau tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum Internasional

yang berlaku.'”

3 Ibid..

6 Rob McLaughlin, Op.Cit., p.333-334.

7 Dzulfigar Gondawa Putra dan Yulia Fitriliani, Penegakan Keamanan Laut Indonesia
Terkait Ancaman Operasi Military Grey Zone Operation oleh Cina di Laut Cina Selatan
Berdasarkan UNCLOS 1982, TerAS Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM, Vol.5, No.2
(2023).

8 Jie Lui dan Haoran Cui, Maritime Militias in International Law: State Actors or Private
Actors, Humanities and Social Sciences Communications, Vol.12 (2025), p.1359.

 Rob McLaughlin, Op.Cit., p.336-338.

10 Michael J. Mazarr, dkk., Mastering the Gray Zone: Understanding a Changing Era of
Conflict, U.S. Army War College Press, Carlisle, 2015.
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Meskipun berbagai penelitian telah membahas fenomena grey zone dan
implikasinya terhadap hukum laut Internasional, sebagian besar kajian masih
bersifat deskriptif dan belum secara mendalam mengkaji kelemahan normatif dalam
UNCLOS 1982 sebagai rezim hukum utama. Dengan kata lain, masih terdapat
keterbatasan dalam literatur yang secara khusus mengkaji adanya legal lacuna
dalam UNCLOS 1982 serta bagaimana rekonstruksi norma hukum dapat dilakukan
untuk mengatasi kekosongan tersebut.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini memiliki nilai kebaharuan
(novelty) yang terletak pada upaya untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena
grey zone, tetapi secara khusus mengidentifikasikan kekosongan normatif (legal
lacuna) dalam UNCLOS 1982 serta merumuskan pendekatan rekonstruktif hukum
melalui interpretasi evolutif, penguatan kerangka regional sebagai lex specialis dan
reformulasi atribusi negara dalam hukum tanggung jawab Internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah:

1. Bagaimana keterbatasan normatif United Nations Convention on the Law of
the Sea (UNCLOS 1982) dalam menghadapi aktivitas grey zone di wilayah
maritim?

2. Bagaimana rekonstruksi rezim hukum laut Internasional dalam memperkuat

respons terhadap ancaman maritim hibrida?

B. PEMBAHASAN

1. Keterbatasan Normatif UNCLOS 1982 dalam Menghadapi Aktivitas

Grey Zone di Wilayah Maritim
Transformasi konflik maritim kontemporer menunjukkan rezim hukum
laut Internasional yang berlandaskan United Nations Convention on the Law
of the Sea (UNCLOS 1982) menghadapi tekanan normatif signifikan akibat
berkembangnya praktik grey zomne operations. Strategi ini tidak beroperasi
melalui konfrontasi militer terbuka, melainkan incremental coercion tindakan
koersif bertahap yang secara sistematis dirancang untuk menghindari ambang

batas penggunaan kekuatan dalam hukum Internasional.!! Dalam konteks ini,

! United Nations Convention on the Law of the Sea (1982).
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problem utama tidak terletak pada pelanggaran norma, melainkan pada

ketidakmampuan norma untuk mengantisipasi bentuk ancaman tersebut, yang

mencerminkan kondisi normative obsolescence.

Keterbatasan pertama tercermin dalam Pasal 29 UNCLOS 1982 yang

mendefinisikan kapal perang secara restriktif sebagai kapal yang berada di

bawah komando militer resmi dan tunduk pada disiplin angkatan bersenjata'2.

Secara historis, definisi ini mencerminkan paradigma konflik konvensional

yang berorientasi pada aktor negara formal. Namun, dalam dinamika

keamanan maritim kontemporer, pendekatan tersebut tidak lagi memadai

karena tidak mengakomodasi aktor hibrida seperti maritime militia yang

secara formal tidak memenubhi kriteria, tetapi secara substantif menjalankan

fungsi negara.'?

tanggung jawab negara.

Kondisi ini menimbulkan legal lacuna dalam atribusi

Keterbatasan ini terlihat dalam praktik di Laut Natuna Utara, di mana

kapal nelayan yang terafiliasi dengan negara melakukan manuver provokatif

terhadap aparat penegak hukum Indonesia.'* Dalam situasi tersebut, negara

menghadapi dilema antara penggunaan kekuatan dan kepatuhan terhadap

prinsip hukum Internasional.”> Ambiguitas status aktor menyebabkan

ketidakjelasan klasifikasi hukum, sehingga memperkuat kondisi normative

absolescence. Contoh kasus relevan yaitu insiden KRI Tjiptadi-381 vs Coast

Guard Tiongkok pada tahun 2019 di Laut Natuna Utara dimana kapal nelayan

Tiongkok sengaja "menabrakkan diri" atau melakukan manuver provokatif

saat akan ditangkap oleh TNI AL. TNI AL menghadapi dilema, jika

menembak kapal nelayan tersebut, Indonesia akan dituduh melakukan

kekerasan terhadap sipil; namun jika dibiarkan, kedaulatan dilecehkan.'®

12 Ipbid., Pasal 29.

13 Andrew S. Erickson dan Conor M. Kennedy, China's Maritime Militia: Our Most
Extensive, Detailed Analysis Yet, Andrew S. Erickson (China Analysis from Original Sources, 2016.

14 Rob McLaughlin, Op.Cit., p.340.

15 James Kraska, Maritime Power and the Law of the Sea: Expeditionary Operations in World

Politics, Oxford University Press, Oxford, 2011, p.404-410.

16 CNN Indonesia, Ketegangan di Laut Natuna, Kapal Vietnam Tabrak Kapal TNI AL,
diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190429083719-20-390387/ketegangan-di-

laut-natuna-kapal-vietnam-tabrak-kapal-tni-al, diakses padal0 April 2026.


https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190429083719-20-390387/ketegangan-di-laut-natuna-kapal-vietnam-tabrak-kapal-tni-al
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190429083719-20-390387/ketegangan-di-laut-natuna-kapal-vietnam-tabrak-kapal-tni-al
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Keterbatasan kedua berkaitan dengan Pasal 32 UNLOS 1982
memberikan kekebalan kepada kapal perang dari yurisdiksi negara lain
sebagai bentuk perlindungan terhadap kedaulatan negara. Namun, dalam
praktik kontemporer, ketentuan ini meluas pada kapal pemerintah non-militer
seperti coast guard, yang sering menjadi aktor utama dalam operasi grey
zone. Masalah utama terletak pada absennya batasan normatif terhadap
penggunaan kekebalan tersebut. Dalam praktiknya kapal penjaga pantai
digunakan untuk menghalangi eksplorasi energi dan aktivitas perikanan
negara lain, tanpa dapat dikenai tindakan hukum karena dilindungi oleh rezim
imunitas.!” Kondisi serupa juga terlihat di mana kapal penjaga pantai asing
mengawal kapal ikan ilegal, menciptakan tekanan terhadap aparat penegak
hukum Indonesia.!'®

Dalam kerangka hukum Internasional, situasi ini mencerminkan potensi
abuse of rights, yaitu penggunaan hak hukum untuk tujuan yang bertentangan
dengan prinsip dasar hukum Internasional. Namun, UNCLOS tidak
memberikan mekanisme eksplisit untuk membatasi penyalahgunaan tersebut.
Hal ini menunjukkan adanya normative gap antara prinsip kedaulatan dan
kebutuhan akan akuntabilitas. Implikasi dari kondisi ini adalah terbukanya
ruang bagi praktik incremental coercion yang dilakukan secara legal-formal
namun ilegal-substantif. Negara dapat menggunakan instrumen hukum yang
sah untuk mencapai tujuan yang secara substansial merugikan negara lain,
sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam rezim hukum laut
Internasional.

Keterbatasan ketiga terdapat pada Pasal 95-96 UNCLOS Sovereign
Immunity sebagai Instrumen Strategi yang memperluas rezim kekebalan
dengan memberikan imunitas penuh kepada kapal negara, termasuk kapal
pemerintah non-komersial. Ketentuan ini pada dasarnya bertujuan

melindungi prinsip kesetaraan kedaulatan, namun dalam praktik grey zone,

17 James Kraska dan Raul Pedrozo, International Maritime Security Law, Brill, Leiden, 2013,
p.405-411.

18 BBC News Indonesia, Kapal perang TNI AL usir kapal Penjaga Pantai China di perairan
Natuna, China klaim zona ekonomi eksklusif, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia-
50966528, diakses padalO April 2026.


https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50966528
https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50966528
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norma ini mengalami distorsi fungsi.'” Dalam beberapa kasus kapal negara
digunakan untuk melakukan intimidasi terhadap kapal survei dan eksplorasi
energi, menciptakan efek deterrence tanpa melibatkan kekuatan militer
secara langsung.’’ Aktivitas ini tidak dapat dikategorikan sebagai
pelanggaran hukum secara eksplisit, tetapi secara nyata membatasi
pelaksanaan hak berdaulat negara pantai.

Dalam konteks Indonesia, kehadiran kapal negara asing di Laut Natuna
Utara menunjukkan bagaimana kekebalan negara dapat digunakan sebagai
instrumen strategis untuk membangun kontrol de facto secara bertahap. Hal
ini memperkuat praktik incremental coercion, dimana tekanan dilakukan
secara akumulatif hingga menghasilkan perubahan status quo. Dari perspektif
normatif, kondisi ini menunjukkan bahwa rezim sovereign immunity telah
mengalami normative obsolescence. Norma yang awalnya dirancang untuk
melindungi kedaulatan justru digunakan untuk menghindari tanggung jawab.
Implikasinya adalah terjadinya erosi terhadap prinsip akuntabilitas dalam
hukum Internasional.

Keterbatasan keempat terdapat pada Pasal 110 UNCLOS
Ketidakmampuan Mekanisme Penegakan Hukum. Pasal tersebut mengatur
tentang Hak Melakukan Pemeriksaan (Right of Visit) yang berlaku di Laut
Lepas (High Seas) yang hanya dapat diterapkan dalam kondisi terbatas,
seperti pembajakan, perdagangan budak dan kapal tanpa kewarganegaraan.
Formulasi ini mencerminkan paradigma klasik keamanan maritim yang
berbasis pada kejahatan universal (universal crimes), sehingga bersifat sangat
restriktif (exception-based enforcement). Keterbatasan ini menimbulkan legal
lacuna, karena norma tersebut tidak mampu menjangkau bentuk ancaman
modern yang tidak memenuhi kualifikasi pelanggaran hukum secara eksplisit,

namun secara faktual bersifat koersif.

19 James Kraska dan Raul Pedrozo, Op.Cit..
20 Farizzy Adhy Rachman, Bakamla RI Usir Kapal China Coast Guard dari Laut Natuna

Utara, Tegaskan Kedaulatan Indonesia, diakses dari https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-
hukum/880266/bakamla-ri-usir-kapal-china-coast-guard-dari-laut-natuna-utara-tegaskan-
kedaulatan-indonesia, diakses pada 10 April 2026.


https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/880266/bakamla-ri-usir-kapal-china-coast-guard-dari-laut-natuna-utara-tegaskan-kedaulatan-indonesia
https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/880266/bakamla-ri-usir-kapal-china-coast-guard-dari-laut-natuna-utara-tegaskan-kedaulatan-indonesia
https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/880266/bakamla-ri-usir-kapal-china-coast-guard-dari-laut-natuna-utara-tegaskan-kedaulatan-indonesia
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Keterbatasan tersebut terlihat jelas dalam rangkaian insiden di sekitar
Second Thomas Shoal di Laut Tiongkok Selatan sepanjang tahun 2023-2024
dimana kapal penjaga pantai menggunakan berbagai bentuk tekanan non-
militer terhadap kapal negara lain. Tekanan berupa menggunakan water
cannon untuk menghalangi kapal suplai Filipina yang sedang menjalankan
misi logistik, menggunakan sinar laser terhadap kapal Filipina yang

menyebabkan gangguan pada awak kapal.?!

Bahkan, beberapa insiden lain
menunjukkan praktik tabrakan ringan (bumping) dan pengepungan kapal
secara berulang.??

Tindakan-tindakan tersebut mengakibatkan negara pantai tidak
memiliki dasar hukum yang memadai untuk melakukan penegakan hukum,
sehingga menciptakan enforcement gap yang signifikan. Dengan demikian,
keterbatasan Pasal 110 tidak terletak pada absennya norma, melainkan pada
rigiditas normatif yang tidak adaptif terhadap evolusi praktik maritim
kontemporer. Tanpa reinterpretasi progresif atau penguatan mekanisme
regional sebagai lex specialis, hak kunjung dalam UNCLOS akan tetap tidak
efektif dalam menghadapi praktik incremental coercion yang semakin
dominan dalam dinamika keamanan maritim global.

2. Rekonstruksi Rezim Hukum Laut Internasional dalam Memperkuat
Respons terhadap Ancaman Maritim Hibrida

Rekonstruksi rezim hukum laut Internasional harus diposisikan sebagai
langkah strategis untuk menjembatani keterbatasan norma UNCLOS 1982
dan dinamika praktik grey zone yang terus berkembang. Berbeda dengan
bagian sebelumnya yang menekankan keterbatasan normatif, bagian ini
berfokus pada perumusan model rekonstruksi yang bersifat operasional dan
adaptif. Rekonstruksi tersebut tidak diarahkan pada perubahan tekstual
konvensi, melainkan pada optimalisasi fungsi norma melalui pendekatan
interpretatif dan institusional. Dalam konteks ini, pendekatan rekonstruksi
dibangun melalui tiga pilar utama, yaitu reinterpretasi normatif, reformulasi

atribusi negara dan penguatan kerangka regional sebagai lex specialis.

21 Matthew Miller, U.S. Support for the Philippines in the South China Sea, diakses pada
https://2021-2025.state.gov/u-s-support-for-the-philippines-in-the-south-china-sea-12/.

22 David Rising, Chinese and Philippine ship collision just the latest in a string of South
China Sea confrontations, diakses dari https://apnews.com/article/china-philippines-south-china-
sea-ship-06e9fe0ef440aba09bc650d986d83377, diakses pada 10 April 2026.


https://apnews.com/article/china-philippines-south-china-sea-ship-06e9fe0ef440aba09bc650d986d83377
https://apnews.com/article/china-philippines-south-china-sea-ship-06e9fe0ef440aba09bc650d986d83377
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Reinterpretasi normatif melalui evolutive interpretation terhadap
ketentuan UNCLOS, khususnya dalam merespons keterbatasan definisi aktor
dalam Pasal 29. Dalam kerangka Vienna Convention on the Law of Treaties
1969, interpretasi traktat tidak hanya terbatas pada teks, tetapi juga mencakup
praktik negara dan perkembangan hukum Internasional sebagai bagian dari
konteks interpretatif.”> Pendekatan ini memungkinkan perluasan makna
terhadap aktor hibrida seperti maritime militia yang secara formal bersifat
sipil, tetapi secara fungsional menjalankan kepentingan negara.**

Relevansi pendekatan ini terlihat dalam praktik tindakan yang telah
dijelaskan sebelumnya, di mana kapal nelayan yang terafiliasi dengan negara
digunakan sebagai instrumen tekanan terhadap aparat Indonesia tanpa
memenuhi kualifikasi formal sebagai kapal perang. Dalam konteks tersebut,
reinterpretasi normatif menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum
Internasional mampu menangkap realitas operasional yang berkembang.

Reformulasi prinsip atribusi negara dalam menghadapi kompleksitas
aktor non-negara dalam praktik grey zome. Dalam kerangka Articles on
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA 2001),
atribusi negara didasarkan pada parameter kontrol efektif atau instruksi
negara terhadap entitas non-negara.”> Namun, dalam praktik kontemporer,
standar effective control seringkali tidak memadai karena operasi grey zone
dirancang untuk menghindari pembuktian keterlibatan langsung negara.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel melalui
perluasan interpretasi atribusi, termasuk mempertimbangkan pola koordinasi
sistematis dan keterkaitan fungsional antara aktor dan negara.’® Hal ini
menjadi relevan dalam berbagai insiden di Laut Natuna Utara, di mana
keterlibatan negara sulit dibuktikan secara langsung, tetapi secara empiris

menunjukkan adanya dukungan terstruktur terhadap aktivitas kapal sipil.

23 Vienna Convention on the Law of Treaties (1969).
24 Daniel Moeckli dan Nigel D. White, Treaties as ‘Living Instruments. In Conceptual and

Contextual Perspectives on the Modern Law of Treaties, Cambridge University Press, Cambridge,

2018.

25 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001), Pasal 1-2.
26 James Crawford, State Responsibility: The General Part, Cambridge University Press,

Cambridge, 2013.
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Dengan demikian, reformulasi atribusi negara menjadi instrumen kunci
dalam menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan dalam strategi
incremental coercion.

Pembatasan fungsional terhadap rezim imunitas negara dalam Pasal 32
serta Pasal 95-96 UNCLOS melalui penerapan prinsip abuse of rights dan
good faith. Dalam perspektif ini, imunitas tidak lagi dipahami sebagai hak
absolut, melainkan sebagai hak yang tunduk pada tujuan normatifnya dalam
menjaga stabilitas hubungan antarnegara. Dalam praktiknya, kapal penjaga
pantai sering digunakan untuk melakukan tindakan koersif seperti blocking
maneuver dan penggunaan water cannon terhadap kapal negara lain, tanpa
dapat dikenai tindakan hukum karena dilindungi oleh imunitas. Kondisi
serupa juga terlihat dalam berbagai insiden, di mana kapal negara asing
mengawal kapal ikan ilegal dan menciptakan tekanan terhadap aparat
penegak hukum Indonesia. Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa pembatasan
berbasis prinsip umum hukum internasional, rezim imunitas berpotensi
disalahgunakan sebagai instrumen tekanan geopolitik.?’

Rekonstruksi juga harus diarahkan pada penguatan mekanisme
penegakan hukum, khususnya melalui reinterpretasi terhadap Pasal 110
UNCLOS mengenai hak kunjung (right of visit). Ketentuan ini yang bersifat
restriktif tidak mampu menjangkau bentuk ancaman modern yang tidak
memenuhi kategori kejahatan laut klasik. Dalam kasus, tindakan seperti
penggunaan water cannon, sinar laser, serta pengepungan kapal Filipina
menunjukkan adanya praktik koersif yang nyata, namun tidak dapat
dikualifikasikan sebagai pelanggaran dalam kerangka Pasal 110. Kondisi ini
menimbulkan enforcement gap yang signifikan, karena negara pantai tidak
memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan intervensi. Oleh karena
itu, reinterpretasi terhadap konsep “reasonable grounds” menjadi penting
untuk memperluas cakupan penegakan hukum terhadap ancaman non-

konvensional yang bersifat sistematis dan terkoordinasi.

27 Yoshifumi Tanaka, The International Law of the Sea, Cambridge University Press,
Cambridge, 2012.
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Selain reinterpretasi normatif, rekonstruksi rezim hukum laut juga
memerlukan penguatan melalui mekanisme /ex specialis regional. Dalam
konteks Asia Tenggara, misalnya, kerangka kerja seperti ASEAN dapat
dikembangkan untuk mengatur respons terhadap aktivitas grey zone secara
lebih spesifik. Meskipun ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT
2007) tidak secara langsung mengatur keamanan maritim, model koordinasi
regional yang diusung dapat diadaptasi untuk membentuk rezim khusus
terkait ancaman maritim hibrida.”® Contoh konkret dari pendekatan lex
specialis dapat dilihat pada Regional Cooperation Agreement on Combating
Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia, yang berhasil menciptakan
mekanisme berbagi informasi dan koordinasi lintas negara dalam menangani
pembajakan.”® Model ini menunjukkan bahwa pengaturan regional dapat
melengkapi kekosongan norma dalam UNCLOS, khususnya dalam
menghadapi ancaman non-konvensional.

Rekonstruksi rezim hukum laut Internasional harus mempertimbangkan
integrasi dengan hukum penggunaan kekuatan dalam kerangka Charter of the
United Nations. Dalam praktik grey zone, ancaman tidak selalu muncul dalam
bentuk penggunaan kekuatan langsung, melainkan melalui akumulasi
tindakan kecil yang bersifat koersif.>* Pendekatan ini dikenal sebagai
cumulative coercion, di mana dampak kolektif dari tindakan tersebut dapat
menghasilkan tekanan yang setara dengan penggunaan kekuatan. Dalam
konteks ini, hukum internasional perlu mengakui bahwa ambang batas
penggunaan kekuatan tidak hanya ditentukan oleh satu tindakan tunggal,
tetapi juga oleh akumulasi tindakan yang terkoordinasi. Dengan demikian,
integrasi antara hukum laut dan hukum penggunaan kekuatan menjadi
penting untuk memberikan dasar normatif yang lebih kuat dalam merespons

ancaman maritim hibrida.

2012.

28 Natalie Klein, Maritime Security and the Law of the Sea, Oxford University Press, Oxford,

2 Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships

in Asia (2004).

30 Charter of the United Nations (1945).
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Implikasi dari rekonstruksi ini sangat signifikan terhadap stabilitas
maritim global. Pertama, reinterpretasi normatif memungkinkan UNCLOS
tetap menjadi kerangka utama hukum laut tanpa kehilangan relevansinya.
Kedua, penguatan atribusi negara meningkatkan akuntabilitas dalam praktik
maritim Internasional. Ketiga, pengembangan lex specialis regional
menciptakan mekanisme respons yang lebih adaptif dan kontekstual. Namun
demikian, implementasi rekonstruksi ini tidak lepas dari tantangan.
Perbedaan kepentingan antarnegara, khususnya antara negara besar dan
negara berkembang, dapat menghambat konsensus dalam interpretasi norma.
Selain itu, risiko over-expansion dalam atribusi negara juga perlu diantisipasi
agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Oleh karena itu,
pendekatan yang diusulkan harus tetap mempertimbangkan prinsip kehati-
hatian (prudence) dan konsistensi dengan praktik Internasional yang ada.

Dalam perspektif akademik, penelitian ini mengisi kekosongan literatur
yang selama ini cenderung memisahkan antara hukum laut dan dinamika
konflik hibrida. Dengan mengintegrasikan kedua aspek tersebut, penelitian
ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami dan
merespons tantangan maritim kontemporer. Dengan demikian, rekonstruksi
rezim hukum laut Internasional harus dipahami sebagai proses evolutif yang
menggabungkan reinterpretasi norma, penguatan atribusi negara dan
pengembangan mekanisme regional. Pendekatan ini tidak hanya realistis
secara politis, tetapi juga mampu menjawab tantangan grey zone secara lebih

efektif dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang bersifat statis.

C.PENUTUP

Keterbatasan normatif dalam United Nations Convention on the Law of the
Sea (UNCLOS 1982) dalam menghadapi aktivitas grey zone di wilayah maritim
menunjukkan bahwa rezim hukum laut Internasional mengalami kondisi normative
obsolescence dan legal lacuna. Keterbatasan tersebut tercermin dalam Pasal 29
yang tidak mampu mengakomodasi aktor hibrida seperti maritime militia, sehingga
menimbulkan ambiguitas atribusi tanggung jawab negara. Selain itu, Pasal 32 serta

Pasal 95-96 menunjukkan bahwa rezim kekebalan negara (sovereign immunity)
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berpotensi disalahgunakan (abuse of rights) sebagai instrumen tekanan koersif
tanpa akuntabilitas. Sementara itu, Pasal 110 memperlihatkan keterbatasan
mekanisme penegakan hukum melalui hak kunjung yang bersifat restriktif,
sehingga tidak mampu menjangkau praktik incremental coercion yang berada di
bawah ambang penggunaan kekuatan dalam hukum Internasional. Kondisi ini
menegaskan bahwa kelemahan UNCLOS bukan hanya bersifat implementatif,
tetapi juga struktural dalam merespons transformasi ancaman maritim
kontemporer.

Rekonstruksi rezim hukum laut internasional dalam merespons ancaman
maritim hibrida perlu dilakukan melalui pendekatan adaptif berbasis interpretasi
evolutif terhadap norma UNCLOS 1982. Rekonstruksi tersebut meliputi perluasan
atribusi negara terhadap aktor hibrida melalui parameter kontrol efektif atau
koordinasi sistematis, pembatasan fungsional terhadap rezim kekebalan negara
berdasarkan prinsip good faith dan larangan abuse of rights, serta interpretasi
progresif terhadap hak kunjung agar mampu mencakup ancaman non-
konvensional. Selain itu, penguatan kerangka hukum regional sebagai lex specialis
menjadi langkah strategis dalam mengisi kekosongan norma dan meningkatkan
efektivitas respons terhadap praktik grey zone.

Secara operasional, penelitian ini merekomendasikan: (a) penyusunan
pedoman interpretatif regional yang memperjelas batasan tindakan koersif non-
konvensional di laut, khususnya dalam konteks kawasan Indo-Pasifik; (b)
penguatan standar atribusi negara terhadap maritime militia melalui indikator
koordinasi operasional dan pola tindakan sistematis; serta (c) pengembangan
protokol regional, khususnya dalam kerangka ASEAN, yang mengatur rules of
engagement terhadap aktivitas grey zone, termasuk pembatasan penggunaan kapal
sipil sebagai instrumen konflik dan mekanisme respons bersama terhadap tindakan
koersif bertahap. Dengan demikian, pendekatan rekonstruktif ini tidak hanya
memperkuat kepastian hukum dan akuntabilitas negara, tetapi juga memberikan
dasar normatif yang lebih operasional dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan

maritim di tengah dinamika keamanan global yang semakin kompleks.
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